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SEKAPUR SIRIH DEKAN FAKULTAS SYARIAH 


pad ya Jl dl pi 


Assallamu'alaikum Wr.Wb, 


Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang dengan segala Nikmat 
dan Karunia-Nya, kita dapat meraih semua kebaikan dan dimudahkan 
dalam beribadah kepada-Nya. Shalawat serta Salam semoga tercurah 
kepada baginda Rasulullah SAW, beserta para shahabat, keluarga dan 
semua umat beliau. 


Selaku pimpinan Fakultas Syariah, saya mengucapkan selamat 
dan sukses atas terbitnya buku berjudul “Dinamika Hukum Kontrak 
Indonesia” ini. Buku ini merupakan karya menarik karena merupakan 
hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa. Buku ini menjadi potret 
hubungan dialektika keilmuan yang harmonis antara dosen dan 
mahasiswa, sekaligus menjadi pemicu bagi para sivitas akademika 
untuk terus berkarya. 


Saya sangat berharap dengan terbitnya buku ini akan memotivasi 
dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang lain agar mengikutinya 
dengan terbitnya buku-buku lain sesuai dengan bidang keahliannya. 
Bagi para mahasiswa buku ini dapat sebagai referensi tambahan, 
sehingga mempermudah dalam mencari referensi yang dibutuhkan. 
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Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan penting bagi 
mahasiswa, dosen, dan semua pembaca dibidang hukum kontrak. 
Amien Ya Robbal Alamiin 


Billahitaufig Walhidayah, 

Wassalamu'alaikum, Wr Wb 
Ponorogo, Juli 2017 
ttd 


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 
NIP 19680705 1999031 001 
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PENGANTAR EDITOR/ PENYUNTING 


Alhamdulillahi Rabbi? Alamin, puji syukur penyunting panjatkan 
kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta, atas segala limpahan 
rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga buku ini dapat 
terselesaikan dan hadir dihadapan pembaca yang budiman. 


Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Muhammad SAW 
selaku Khatimul Anbiya' yang selama hidupnya berjuang menegakkan 
titah hukum langit agar menjadi hukum yang membumi, serta 
mengajarkan berhukum, berkontrak, dan beretika bisnis dalam 
masyarakat, yang kita teladani hingga kini. 


Buku berjudul “Dinamika Hukum Kontrak Indonesia,” ini merupakan 
karya bersama mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Tulisan 
dalam buku ini merupakan artikel terpilih dari sekian banyak artikel 
yang dikumpulkan dari mahasiswa dalam kompetisi artikel antar 
kelas. Namun demikian, hadir dalam bentuk buku ini tentu sudah 
mengalami diskusi dan rekonstruksi dalam beberapa aspek. 


Di zaman modern dewasa ini, dalam berbagai urusan bisnis, 
hadirnya sebuah kontrak menjadi sebuah keniscayaan. Kontrak bisnis 
merupakan wujud profesionalitas sekaligus komunikasi formal antara 
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para pihak maupun antar badan hukum dengan individu. Kontrakjuga 
merupakan mata rantai dalam menjalin relasi dan wujud eksistensi 
sebuah bisnis. 


Dengan berpegang pada prinsip asas kebebasan berkontrak 
(consensual), setiap orang dengan bebas membuat kontrak dengan 
relasi bisnis. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat 
kontrak apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada 
pengaturannya sepanjang kontrak itu tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan adanya 
kontrak bisnis, konsekuensinya apabila terjadi sengketa, maka isi 
kontrak yang dibuat dan ditandatangani tersebut menjadi rujukan 
utama dalam memutuskan penyelesaian sengketa tersebut. Sehingga 
dari keadaan tersebut tercermin mengenai pentingnya sebuah kontrak 
yang baik, yang mampu memberikan rasa aman dan menguntungkan 
masing-masing pihak tanpa berujung sengketa. 


Hampir setiap urusan bisnis, perdagangan, hukum, atau 
pemerintahan baik korporasi maupun personal memerlukan kontrak 
sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan 
wewenang para pihak yang terlibat di dalamnya. Terlebih, di era digital 
saat ini, perkembangan kontrakjuga semakin beragam.Perkembangan 
teknologi, khususnya internet menciptakan terbentuknya suatu dunia 
baru secara virtual. Perkembangan tersebut berakibatjuga pada aspek 
sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. 


Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya 
pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet 
termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam 
dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya, di antaranya 
adalah electronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce. 
Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan 
dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya 
perdagangan. Kontrak e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya 
bukanseperti layaknya kontrak pada umumnya, tetapi kontraktersebut 
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dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara 
kedua belah pihak. 


Kontrak dalam e-commerce dengan kontrak biasatidaklah berbeda 
jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Hal ini 
tentu saja menimbulkan berbagai macam pandangan mengenai sah 
tidaknya kontrak tersebut. 


Disadari dengan niat yang ikhlas, semoga buku ini bermanfaat 
bagi kita semua dengan penuh berkah, Ridho dan Rahmat Allah 
SWT. Buku ini merupakan jawaban atas kegelisahan akademik para 
mahasiswa selama ini. Penyunting mengucapkan banyak terima 
kasih kepada segenap kolega dan sivitas akademika di IAIN Ponorogo, 
karena bermula dari diskusi hingga teraktualisasi menjadi buku ini. 
Namun, penyunting menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tentunya 
belum sempurna, sehingga butuh sumbangsih ide dan koreksi, agar 
buku-buku berikutnya semakin lebih baik lagi. Selamat membaca ! 


Ponorogo, Juli 2017 


Editor/ Penyunting 


Lukman Santoso Az 
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PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK INDONESIA 
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI 


Oleh: Lukman Santoso Az 


A. Pendahuluan 


Pesatnya dinamika bidang ekonomi dan bisnis, tidak dapat 
dipungkiri telah memacu pula perkembangan bidang hukum 
kontrak yang merupakan “rule of the game” dari kegiatan ekonomi. 
Perkembangan hukum kontrak tersebuttidak hanya bersinggungan 
pada kontrak produk yang dikomersialkan, tetapi juga merambah 
pada dimensi bisnis lainnya. Pada masa klasik, bisnis dilakukan 
secara barter antara para pihak yang langsung bertemu dan 
bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan 
mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu Kontrak. 
Namun, seiring ditemukannya alat pembayaran maka lambat 
laun transaksi jual beli berkembang semakin dinamis sehingga 
menimbulkan perkembangan mekanisme bisnis melalui berbagai 
bentuk kontrak modern." 


! Riezka Eka Mayasari, Hukum Kontrak E-Commerce di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia, 2015), 2 
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Model bisnis yang semakin berkembang dengan adanya 
kontrak yang bervariasi di antara para pihak, yang di dalam kontrak 
tersebut semakin kompleks mengatur mengenai apa hak dan 
kewajiban diantara kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bidang ekonomi dan 
bisnis yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan 
bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. 
Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan 
ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita 
melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun 
orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga 
kontrak dapat dilakukan melalui media elektronik atau sering disebut 
virtual contract atau terkadang e-commerce.? 


Dewasa ini, selain peran teknologi informasi dalam aktifitas 
bisnis sudah tidak dinafikan lagi, juga tipisnya tabir pemisah antara 
dua sistem hukum besar, yaitu common law dan civil law dalam praktik 
hukum kontrak di Indonesia.? Termasuk praktik kontrak bisnis berbasis 
Islam yang juga mulai diterapkan dan semakin berkembang. Hal ini 
menunjukkan bahwa dinamika hubungan bisnis yang melibatkan 
pelaku bisnis antar sektor dan antar negara, telah membawa dampak 
perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal 
yang berkembangan dalam praktik. Termasuk tuntutan terhadap 
pemenuhan keadilan hukum di bidang ekonomi. 


Politik hukum di Indonesia, termasuk hukum kontrak, yang telah 
mengarahkan pembangunan hukum pada pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan, tampaknya sudah sangat mendesak untuk 
direalisir dengan program yang nyata oleh Pemerintah. Namun 
yang patut mendapat perhatian, jangan sampai terjebak dengan 
angka-angka pertumbuhan ekonomi an sich, tanpa memerhatikan 


2 Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan, (Malang: Setara Press, 2016), 3 

3 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana, 2014), 9 

4 Satya Arinanto, Politik Hukum Nasional dalam Era Pasc Reformasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar 
Tetap fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba 18 Maret 2006, 11 
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pemerataan ekonomi bagi masyarakat miskin, sebagaimana yang 
dilakukan pada era Orde Baru. 


Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, yaitu ketika 
masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi di 
bidang politik, ekonomi dan bidang hukum, kesalahan yang dilakukan 
pada masa lalu, ketika hukum senantiasa ditelantarkan, sebaiknya 
tidak terulang kembali. Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi 
ekonomi Indonesia masih belum pulih seperti sekarang ini, bangsa 
kita mulai memberikan skala prioritas utama pada pembangunan 
hukum kontrak, agar bisa digunakan sebagai pondasi dan pemandu 
para pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah 
sebabnya, pemerintah Indonesia tidak hanya harus memusatkan 
perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus 
meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 
lebih efisien dan lebih merata. 


Untuk mencapai pembangunan hukum kontrak yang berkualitas, 
serta untuk mendukung Visi Indonesia 2030, sekaligus juga konsisten 
dengan tujuan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam 
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, pembangunan 
hukum dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada 
fundamental hukum. 


Pembangunan hukum yang bersifat revolusioner, yaitu 
mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum kontrak yang 
selama ini berkualitas liberal dan dibawah kendali Negara-negara 
maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas “kekeluargaan 
(ukhuwah) atau kerakyatan, sebagaimana tertuang dalam nilai- 
nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sistem hukum ekonomi yang 
berkualitas “kekeluargaan atau “kerakyatan, ini sebenarnya juga 
merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada 
rule of law tapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of 
justice. Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal 
balik dengan sistem ekonomi Pancasila. 
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Maka diperlukan sebuah penafsiran hukum yang mengarah 
pada penegakan hukum yang lebih menjunjung nilai moral dan nilai 
keadilan, tidak terpaku pada penegakan hukum yang kaku hanya pada 
undang-undang saja, tanpa memandang berani menafsirkan hukum 
demi terwujudnya keadilan. Indonesia sebagai Negarayang menganut 
positivisme hukum, harus berani keluar dengan memberikan 
penafsiran-penafsiran yang luas demi terwujudnya keadilan. Menurut 
Richard A. Posner mengatakan bahwa A number of scholar believe that 
interpretation is the path to saving the law's objectivity.s 


Pembangunan hukum yang bersifat 'revolusioner pernah juga 
dilakukan oleh Jepang pada tahun 1868, pada saat itu Kaisar Meiji 
mengeluarkan dokumen penting yang memuat kebijaksanaan 
dasar untuk mengubah Jepang Feodal menjadi Negara modern, 
seperti penghapusan wilayah-wilayah feodal ke dalam provinsi, 
sistem militer wajib, sistem pajak terpusat, serta penghapusan hak- 
hak feodal dan kelas prajurit. Dengan pendekatan 'revolusioner' 
diharapkan pencapaian Visi Indonesia 2030 dilandasi dan dituntun 
oleh suatu sistem hukum ekonomi yang bersumber dari Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar1945 serta norma-norma yang hidup ditengah 
masyarakat (hukum adat dan hukum Islam). 


Strategi pembangunan hukum kontrak Indonesia perlu 
juga memerhatikan konsep pembangunan hukum kontrak yang 
berkelanjutan (sustainable economic law development), yang melakukan 
pembangunan tidak lagi hanya sekedar melakukan “bongkar pasang' 
pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan Undang- 
Undang baru saja, tetapi memerhatikan aspek lain yang lebih 
komprehensif. 


Aspek-aspek yang dimaksud disini mencakup berbagai dimensi 
yang luas, yang secara mendasar dapat disarikan menjadi tiga 
anasir sebagai berikut: (1) structur (struktur hukum), (2) substance 
(subtansi hukum), dan (3) culture (budaya hukum)s. Ketiga aspek 


s Ibid., 276 
8 Lawrence M. Freidman, American Law, (London: W.W. Norton and Company, 1984). 
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ini meminjam paradigma Lawrence M. Freidman, dalam konteks 
pembangunan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, hukum 
dapat berkembang sesuai dengan pola perkembangan ekonomi dan 
hukum, sehingga dapat menjawab semua permasalahan ekonomi 
yang ada, termasuk pada aspek kontrak bisnis. Berangkat dari latar 
belakang diatas, tulisan ini akan membahas tentang Perkembangan 
Hukum Kontrak Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi? Hukum 
kontrak memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan 
kewajiban sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai bagian 
hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban 
yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak 
yang berkontrak. Kontrak, dalam bentukyang paling klasik, dipandang 
sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih (free of choice) dan 
mengadakan kontrak. 


B. Hukum Ekonomi Indonesia Di Tengah Arus Global 


Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai 
kemakmuran, namun tingginya tingkat kemakmuran masyarakat 
saja tentu belum cukup tanpa diiringi pemerataan dan keadilan bagi 
masyarakat. Sebab apabila hanya kemakmuran saja yang diutamakan, 
dapat berakibat buruk bagi pihak yang lebih lemah, mereka merasa 
dirugikan oleh pihak tertentu yang lebih kuat dengan menggunakan 
kekuatan atau sumber daya yang ada padanya melalui sistem 
persaingan liberal. Contohnya saja seperti kemiskinan, kebodohan, 
dan keterbelakangan. Oleh karena itu, perlu diciptakan hukum 
ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan 
memberikan pembatasan- pembatasan tertentu kepada pihak yang 
lemah dalam rangka mencapai keadilan. 


Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dilaksanakan 
atas partisipasi pihak pemerintah dan swasta nasional saja, tapi pihak 
asing juga berpartisipasi. Apabila di suatu negara tersebut terdapat 
hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat, atau bahkan 
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menimbulkan risiko dan ketidakpastian yang besarterhadap investasi, 
maka biasanya pihak asingenggan untuk berinvestasi atau melakukan 
transaksi ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, hukum kontrak 
bidang ekonomi di suatu negara tersebut harus memadai, agar pihak 
asing berminat untuk berinvestasi di negara tersebut. 


Reformasi hukum kontrak yang mempunyai kualitas 
'paradigmatik, membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah 
politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang- 
undangan dibidang ekonomi pada hakikatnya merupakan kristalisasi 
pertempuran beberapa kepentinganyang didominasi kekuatan politik 
dan kepentingan bisnis. 


Di samping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu 
sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara. 
Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai 
meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang 
netral atau objektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa 
roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para 
penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud 
jika hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom,” dari 
berbagai persoalan non legal lainnya. 


Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan 
produk perundang-undangan dibidang ekonomi, pada saat sekarang 
ini sistem hukum di Indonesia setidaknya sedang mengalami dua 
fenomena kolaboratif diametral yang acapkali tidak menunjukkan 
warna yang seirama. Fenomena pertama adalah disatu sisi 'tarikan 
dari atas dan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia' oleh 
globalisasi hukum, dan di sisi lain adalah otonomi daerah. Kedua 
tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap bidang hukum 
ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. 
Adapun fenomena kedua adalah 'terjadinya disharmonisasi akibat 


7 Bandingkan dengan pandangan Freidman, yang menyatakan hukum itu tidak bersifat 
otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar. 
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dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu antara sistem 
hukum civil law dan sistem hukum common law yang mewarnai hukum 
ekonomi terkini. 


Fenomena tarikan ke bawah terhadap sistem hukum Indonesia 
dapat dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini common law 
mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah Undang- 
Undangotonomi daerah diberlakukan sejaktahun 2001, sistem hukum 
adat dan sistem hukum Islam ternyata juga melihatkan identitasnya 
sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di 
daerah-daerah tertentu. Di era otonomi, elit birokrasi sudah relatif 
lebih memahami substansi Hukum Islam dan Hukum Adat guna 
pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi daerahnya. Hal ini 
tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum 
dimaksud yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan 
masyarakat di masing-masing daerah. 


Masih hidupnya hukum adat di tengah-tengah masyarakat karena 
inilah warna hukum masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, lebih 
mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat sehingga 
masih banyak masyarakat yang masih menggunanakan hukum adat 
menyelesaikan setiap permasalahan hukum, hal ini senada dengan 
yang dinyatakan oleh Van Volenhoven, bahwa Indonesia Adat Law, 
ignorance oflegal procedures on the hand, and the cultural inclination to reach 
an out of court settlement on the other, contribute signicantly to the absence 
ofa litigation culture. Van Volenhoven points out that there was a countless 
number of disputes, but they were not brought to court. People avoided the 
court.....Leaving the rural areas alienated from any litigation culture. 


Di samping itu, saat ini beragam organisasi masyarakat (ormas) 
maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) lebih banyak tersebar 
di seluruh pelosok daerah sehingga kedua sistem hukum tersebut 
berpotensi tersosialisasi secara cepat dan luas di tengah-tengah 


8 Todung Mulya Lubis, In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New 
Order, 1966-1990, Berkeley, California, 1990 Dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, 188 
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masyarakat. Munculnya era desentralisasi menjadi faktor pendorong 
pula dalam merealisasikan keinginan dari bawah (daerah). Daerah- 
daerah yang sudah siap dengan sistem desentralisasi dapat 
mewujudkan hukum Islam maupun Hukum Adat dengan dua cara. 
Pertama, melalui otonomi khusus, yang tentunya dapat ditempuh 
setelah mempunyai sandaran Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedua, 
melalui Peraturan Daerah (Perda), yang dalam hal ini Pemerintah 
Daerah dapat membuat Perda yang substansinya memperkokoh 
penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang yang sudah 
berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tarikan dari bawah 
terhadap sistem hukum di Indonesia terwujud dengan munculnya 
trend "mikro nasionalisme sistem hukum' di beberapa daerah di 
Indonesia.” 


Mikronasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah 
dimulainya orde hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya 
peraturan-peraturan lokal beserta derivasinya sebagai akibat 
dibukanya kran otonomi daerah. Dewasa ini sudah diakui dengan 
luas, betapa peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang itu 
mampu membentuk 'orde hukum' tersendiri. Guna menumbuhkan 
sinergi antara orde Undang-Undang dan orde peraturan lokal yang 
notabene merupakan bentuktarikan kebawah terhadap sistem hukum 
Indonesia, diperlukan upaya-upaya pengawasan hukum. Namun 
ketika keterbatasansistem pengawasan hukum formalyangdijalankan 
Mahkamah Agung muncul sebuah kendala, maka pengawasan hukum 
informal agaknya menjadi penting untuk dilakukan. Inilah tugas para 
akademisi, yaitu para doktor, professor dan cendikiawan di berbagai 
kampus di tanah air untuk menelurkan opinion doctorum.'” Sebuah 


9 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, (Sidoarjo: 
Masmedia Buana Pustaka, 2009), 101 

1 Opinio Doctorum disebut juga pendapat para ahli. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa 
para akademisi setingkat doktor dan professor mempunyai kualitas yang sebanding dalam 
memberikan pendapat dan pandangannya seperti halnya yang dapat dilakukan oleh lembaga 
dan badan formal, dalam hal ini MA. Lihat Satjipto Raharjo Peninjauan Hukum dan Cacat 
Undang-Undang. Kompas, (Kamis 5 November1992), 4. 
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upaya pengawasan informal yangjuga dapat dilakukan secara sinergis 
dengan keterlibatan badan dan lembaga lain, seperti DPR, Lembaga 
Konsumen, Pers, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya. 


Adapun tarikan dari atas pada sistem hukum di Indonesia berupa 
pengaruh adanya globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi 
hukum, antara lain, melalui kontrak-kontrak multilateral. Dalam hal 
ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan 
ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. 
Globalisasi hukum merupakan gelombang kedua yang membawa 
kepentingan ekonomi global yang dikembangkan melalui prinsip 
liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan 
bebas (free trade) lainnya. Oleh karenanya, ketika globalisasi hukum 
ini melegitimasi arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas 
dalam suatu kesepakatan keseragaman hukum, maka gelombang 
globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum ini sulit untuk ditolak dan 
harus diikuti. 


Konfigurasi magnet globalisasi hukum dan globalisasi ekonomi 
ini saling terkait dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan ketika 
globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi yang notabene 
merupakan muatan yang dikandungnya, maka substansi berbagai 
undang-undang dan perjanjian-perjanjian tersebut menyebar 
melewati batas-batas Negara (cross-border). Kondisi demikian sekaligus 
mengubah pandangan kaum positivis kearah pandangan Lawrence M. 
Freidman, yang menyatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, 
tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap 
pengaruh dari luar. Pada tahap ini dapat dipahami bahwa globalisasi 
ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang 
sangat besar pada bidang hukum. 


Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi 
dan perdagangan bebas itu, baik Negara maju, maupun Negara sedang 
berkembang, bahkan Negara yang terbelakang harus membuat 
standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Sebagimana 
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